
BUPATI ACEH BESAR 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 
NOMOR 2. I TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR 

TAHUN ANGGARAN 2022 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

Menimbang :a. bahwa menindak Ianjuti ketentuan Pasal 11  Qanun Kabupaten Aceh 
Besar Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungiawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Besar Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Vndang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah stimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
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sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan 
Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 1 1  Tabun 2006 tentang Pemerintaban Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab 
sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubaban Atas 
Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 

20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 ten tang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, 
Tarnbahan Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar Nomor 03); 

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten 
Nomor 58); 

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 
2021 Nomor 10); 

23. Qanun Kabupaten Aceh Besar 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 
Nomor 6); 



- 4 ­  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal l 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 berupa 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 

J. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah . 
b. Pendapatan Transfer . 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah . . . . .  

Jumlah Pendapatan . 

Rp 164.877.818.368,87 
Rpl.575.258.800.945,68 
Rp 9.763.502.273,00 
Rpl. 749.900. 121.587,55 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai . 
2) Belanja Barang dan Jasa . 
3) Belanja Bantuan Sosial . 
4) Belanja Hi bah . 

Total Belanja Operasi 

Rp...536.632.469.662,00 
Rp 373.227.838.282,00 
Rp 17.832.369.062,00 
Rp 95.084.271.822,00 
Rp1.022.776.948.828,00 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah Rp 
2) Belanja Peralatan dan Mesin . . . .  Rp 
3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp 

514.974.971,00 
43.301.000.142,00 
38.468.915.610,00 

4) Belanja Jalan, Jaringan dan 
rigasi . . . . . . . . . . . • . .• . . . • . . . . • . .•• . . . .  Rp 75.463.782.329,00 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya . . . . . .  p _291.960.000,00 
Total Belanja Modal Rp 158.040.633.052,00 

c. Belanja Tidak Terduga 
1) Belanja Tidak Terduga . . . . •• . . . . .  RD 1.288.956.875,0 

Total Belanja Tidak Terduga . . . .  Rp 1.288.956.875,00 

d. Belanja Transfer 
I) Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerintahan Kabupaten/Kota 
dan Desa Rp 

2) Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Kabupaten/Kota Kepada 
Pemerintahan Desa . 

3) Belanja Bantuan Keuangan 
Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota kepada Desa 
Total Belanja Transfer . 

Jumlah Belanja . 
Surplus/ (Defisit) . 

10.294.663.344,00 

789.175.810,00 

Rp 530.849.377.359,00 
Rp 541.933.216.513,00 
Rp l .724.039.755.268,00 
Rp 25.860.366.319,55 

Rp 
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3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp 36.103.024.333,75 
b. Pengeluaran . . . . . . . . . . . c o o . c o o . . . . .  Rp  1000.000.000,00  

Jumlah Pembiayaan N e t o . . . . . . . . .  RD 35.103.024.333,  
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran 
Tahun Berkenaan .... .... ........ .... .. ... Rp 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi 
Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I. I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Aceh Besar. 

Ditetapkan di Kata Jan tho 
pada tanggal 20 Muto»bur 2023 M 

2«ul AT 1445 H 

"1· BVPATI AMCEH B sAR, 

d±tu ' VWM «  

60.963.390.653,30 

Diundangkan di KotaJantho 
pada tanggal l0 @@pl@nb@ 2023_M 

4 Rabil w»T 1445 H 

«_SEKRETARIS DAERAH J 
KABUPATEN ACEH BESAR,,] 

72,4v 
SULAIMI 

MUHAMMAD ISWANTO 
? ­ 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR Z! 


